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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya setiap tindakan aparat penegak hukum
(APH) baik itu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian serta Hakim dan Advokat harus
berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan dan atau kesewenang-wenangan
dalam menegakan aturan hukum agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum
dalam tatanan kehidupan di dalam masyarakat yang adil, damai dan sejahtera
sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Pemberantasan tindak pidana korupsi! yang dilakukan oleh KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi)? terhadap para koruptor sampai detik ini tidak pernah
berhenti, hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan media cetak dan elektronik
yang memberitakan keberhasilan. KPK dalam melakukan operasi. penangkapan
pelaku tindak pidana korupsi mulai dari aparatur sipil negara (ASN)?® biasa hingga

pengusaha dan korporasi bahkan pejabat daerah seperti Bupati dan Gubernur juga

! Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah,sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat bahkan sampai
pejabat tinggi negara mulai dari Menteri hingga ketua DPR RI sekaligus Ketua
Partai Golkar tidak luput dari penangkapan oleh KPK terkait dengan tindak pidana
korupsi®.

Penegakan hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di
Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan olek KPK;, hal tersebut dapat dilihat dari
data penanganan serta penindakan yang telah dilakukan oleh KPK terhadap tindak
pidana korupsi, seperti yang dikemukakan oleh Indonesia Corrupption Watch
(ICW) melalui Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana
Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017.°

Angka ini bertambah dibandingkan pada tahun 2016 dengan total 482 kasus
sedangkan jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp6,5
triliun dan suap Rp 211 miliar dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus
korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek
kerugian negara, kerugian negara naik dari Rp1,5 triliun pada 2016 menjadi Rp6,5
triliun pada 2017, salah satu penyebabnya karena ada pengusutan terhadap kasus
korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dengan jumlah
kerugian negara yang besar, yaitu sekitar Rp2,3 triliun. Tidak hanya itu, kenaikan
juga terjadi dalam aspek jumlah tersangka selama satu tahun, jumlah tersangka

meningkat dari 1.101 menjadi 1.298 orang.®

4 Pemantauan Satu Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun I KPK 2020 yang disusun
oleh Indonesia Corruption Watch dan Transparency Indonesia him. 19

SPeneliti Divisi Investigasi Indonesia Corrupption Watch (Icw)
https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw  kerugian-negara-rp-65-
triliun. dibaca pada hari kamis, 07-06-2018 pada jam 18.35

¢ lbid
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Sedangkan pada tahun 2018 KPK telah melakukan operasi tangkap tangan
(OTT)’ sebanyak 30 kali dan telah menetapkan sebanyak 121 orang sebagai
tersangka yang terdiri dari Kepala Daerah sebanyak 21 orang dan pihak swasta
sebanyak 46 serta anggota DPR sebanyak 2 orang dan anggota DPRD sebanyak 5
orang unsur penegak hukum seperti Hakim sebanyak 4 dan Advokat sebanyak 3
orang juga termasuk pejabatan Eselon 1 sebanyak 16 oarang, Eselon 2 sebanyak 2
orang, Eselon 3 sebanyak 1 orang dan dari OTT’ yang dilakukan oleh KPK telah
mengamankan barang bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah sebesar Rp24,47
Miliar dan mata uang asing sebanyak USD 14.110 dan SGD 310.100. Berdasarkan
data yang telah disebutkan di atas maka trend penindakan yang dilakukan oleh KPK
cenderung meningkat jumlahnya.

Sedangkan kondisi pemberantasan korupsi dapat dilihat secara umum di dalam
laporan Rule of Law Index (ROLI) tahun 2020. Secara umum Indonesia berada pada
peringkat 59 dari 128 negara dengan skor sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1.8 Dari
data tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Indonesia mendapatkan
peringkat ke-59 dari 128 negara yang telah dilakukan penelitian oleh World Justice
Project Rule of Law Index 2020.°

Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya makin buruk ataupun
sebaliknya. Sedangkan untuk tahun 2019, kondisi pemberantasan korupsi di

Indonesia berada pada peringkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 poin. Secara

" Pengertian OTT dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHAP setidaknya tertangkap
tangan bisa diartikan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau
dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan
oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.

8 World Justice Project Rule of Law Index 2020, hal.6

® lbid.
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peringkat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan secara poin
Indonesia hanya meningkat sebesar 0,01 poin.

Salah satu indikator di dalam ROLI yakni tidak adanya korupsi. Dari indikator
tersebut terdapat 4 (empat) variabel yakni: 1). Tidak adanya korupsi di cabang
eksekutif; 2). Tidak adanya korupsi di yudisial; 3). Tidak adanya korupsi di
polisi/militer; dan 4). Tidak adanya korupsi di legislatif.'°

Oleh karena itu berdasarkan indikator ketiadaan korupsi dalam ROLI pada
tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara dengan skor 0,39
sedangkan pada tahun 2019 Indonesia berada peringkat 97 dari 126 negara dengan
skor 0,38 haik secara peringkat ataupun poin, Indonesia tidak mengalami
peningkatan yang signifikan.

Sedangkan di tahun 2022 Menurut laporan Transparency International,
Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100. Skor ini
menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara.'*

Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara.
Skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup, dan skor 100 artinya sangat bersih
dari korupsi. Menurut laporan tersebut, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43.%2

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-
100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK

ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia

10 1pbid

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/indonesia-negara-terkorup-ke-5-di-asia-
tenggarapada2022#:~:text=Menurut%20laporan%20Transparency%20International%2C%20Ind
onesia,ke%2D5%20di%20Asia%20Tenggara.

2 1bid
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pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia
berada di peringkat ke-96 secara global.*?
Dengan demikian, indeks korupsi Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia.
Adapun negara terkorup nomor satu di Asia Tenggara adalah Myanmar,
diikuti Kamboja, Laos, dan Filipina. Sementara Singapura menjadi negara paling
minim korupsi di Asia Tenggara, dengan skor IPK 83. Skor ini juga menempatkan
Singapura di peringkat ke-5 terbaik global pada 2022.
Berikut rincian skor indeks persepsi korupsi negara-negara Asia Tenggara pada
tahun 2022, berdasarkan skornya terendah (paling korup) sampai tertinggi
(paling minim korupsi):
1. Myanmar: 23 poin
2. Kamboja: 24 poin
3. Laos: 31 poin

4. Filipina: 33 poin

5.  Indonesia: 34 poin

6. Thailand: 36 poin

7. Timor Leste: 42 poin

8. Vietnam: 42 poin

9. Malaysia: 47 poin

10. Singapura: 83 poin

Berdasarkan hal tersebut di atas, tindak pidana korupsi di Indonesia sudah
menyebar ke segala lini mulai dari pejabat penegak hukum baik di kalangan
eksekutif, legislatif dan yudikatif, hingga pihak swasta dalam hal ini yang
melibatkan pengusaha baik secara individu maupun secara korporasi, bahkan

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ICW terdapat peningkatan sebanyak 94

kasus korupsi selama periode 2016-2017 dimana pada tahun 2016 terdapat 482

Bhttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-
memburukpada2022#:~:text=Laporan%20Transparency%?20Internasional%20terbaru%20menun
jukkan,urutan%201PK%20Indonesia%20secara%20global.
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kasus korupsi dan meningkat menjadi 576 kasus korupsi di tahun 2017 sedangkan
di tahun 2018 KPK melakukan OTT sebanyak 30 kali dan telah menetapkan
sebanyak 121 orang sebagai tersangka yang terdiri dari Kepala Daerah sebanyak 21
orang dan pihak swasta sebanyak 46 serta anggota DPR sebanyak 2 orang dan
anggota DPRD sebanyak 5 orang unsur penegak hukum seperti Hakim sebanyak 4
orang dan Advokat sebanyak 3 orang juga termasuk pejabat Eselon 1 sebanyak 16
orang, Eselon 2 sebanyak 2 orang, Eselon 3 sebanyak 1 orang dan dari OTT yang
dilakukan oleh KPK.

Dari OTT tersebut KPK telah mengamankan barang bukti uang dalam bentuk
pecahan rupiah sebesar Rp24,47 miliar dan mata uang asing sebanyak USD 14.110
dan SGD 310.100. Dari data tersebut dapat diartikan bahwasanya tindak pidana
korupsi saat ini mengalami kecenderungan peningkatan walaupun sudah banyak
kasus dan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang telah dijatuhkan hukuman
namun hal tersebut tidak mengurangi kejahatan dalam tindak pidana korupsi yang
ada saat ini.

Oleh karena itu KPK yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi di Indonesia bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Selain KPK RI, Kejaksaan Agung RI juga pada tahun 2020 dan 2021 serta
tahun 2022 telah mengungkap kasus korupsi yang terjadi pada Korporasi Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya pengungkapan kasus korupsi yang
menyita perhatian masyarakat luas adalah terkait dengan pengungkapan kasus

tindak pidana korupsi pada PT JIWASRAYA dan PT ASABRI.
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Terbongkarnya kasus PT. Asuransi Jiwasraya ini bermula atas laporan oleh
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019 Rini M.
Soemarno, kepada pihak Kejaksaan Agung RI. Kasus ini ia laporkan dengan
Nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan
Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan telah ditindaklanjuti oleh Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan
Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17
Desember 2019.%

Selanjutnya kasus tersebut dilanjutkan oleh Menteri BUMN yang baru Erick
Thohir, dimana hal tersebut tidak terlepas dari laporan sejumlah nasabah
PT.Asuransi Jiwasraya yang pada bulan Desember 2019 mendatangi kantor
Kementrian BUMN yang ingin menyampaikan keluhannya kepada Erick Thohir
terkait dengan polemik yang menimpa mereka, dimana polis para nasabah tersebut
sudah diinvestsikan pada perusahaan asuransi BUMN namun belum juga kunjung
cair, hal tersebut juga menjadi catatan dan informasi kepada Menteri BUMN Erick
Thohir, yang telah melihat dan memetakan permasalahan di dalam perusahan
BUMN sehingga diketahui mana saja perusahaan BUMN yang sedang dilanda
permasalahan selain PT.Garuda Indonesia, PT.Krakatu Steel dan PT.Asuransi

Jiwasraya serta PT.Asabri.'®

14 Nur Habibie, “Kejagung: Kasus Jiwasraya Berawal dari Laporan Rini Soemarno”,
https://www.merdeka.com/peristiwa/kejagung-kasus-jiwasraya-berawal dari-laporan-rini
soemarno.html, di akses pada tanggal Senin, 13 Januari 2021

15 Abdullah Sammy, (Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir Sebuah Biografi, PT.Gramedia, Jakarta
2022, Hal.225
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Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya ini diduga ada penyalahgunaan investasi
yang melibatkan 13 korporasi yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang
baik (good corporate governance) atau yang disingkat GCG adalah prinsip
korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang
dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka
mencapai maksud dan tujuan perusahaan.®

Akibat adanya ‘dugaan penyalahgunaan investasi transaksi tersebut, PT.
Asuransi Jiwasraya (JS) (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung
potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 Triliun.’

Potensi kerugian tersebut timbul, karena adanya tindakan yang melanggar
prinsip tata kelola perusahaan yang baik- yakni terkait dengan pengelolaan dana
yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan. Asuransi JS
Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap klaim yang telah jatuh tempo
sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi,
pendapatan dan biaya operasional.

Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang
dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan
investasi pada aset-aset dengan High Risk (risiko tinggi) untuk mengejar High

Return (keuntungan tinggi).

16 Joni Emirzon, “Paradigma Hukum Bisnis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
Dalam Pengetahuan Hukum Jasa Penilai Di Indoneisa”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021,
him. 25

7 Op cit
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PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam hal ini telah melakukan investasi
Penempatan Saham®® sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari Aset Finansial.
Dari jumlah tersebut, 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan
kinerja baik (LQ 45)*° dan sebanyak 95 persennya dana ditempatkan di saham yang
berkinerja buruk, penempatan Reksadana?® sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9

triliun dari aset finansial. Dari jumlah. tersebut, 2 persennya yang dikelola oleh

18 Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil
dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari
kata sahm (bahasa Arab: ~¢~) bentuk jamaknya ashum atau suhmah yang artinya bagian, bagian
kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang
dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Dengan menerbitkan saham,
memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk
'menjual* kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini
adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham
dijual melalui pasar primer atau pasar sekunder.-Saham merupakan salah satu instrumen pasar
keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan
ketika memutuskan untuk pendanaan-perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen
investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat
keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang
atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan
modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset
perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45
perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan
terakhir;

termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12
bulan terakhir;

telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan;

memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai transaksi yang tinggi; serta
mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam
porsi penilaian.

Menurut Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: “Reksa
dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi*. Dari kedua definisi
di atas, terdapat empat unsur penting dalam pengertian reksa dana, yaitu:

1. Reksa dana merupakan kumpulan dana dari pemilik (investor).

2. Diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrumen investasi.

3. Reksa dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi.

4. Reksa dana tersebut merupakan instrumen jangka menengah dan panjang

Pada reksa dana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat
berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga
yang dibukukannya ke dalam "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksa dana tersebut.

Kekayaan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut wajib untuk disimpan
pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, di mana bank kustodian
inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur.

19

20
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manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98
persennya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.?

Dalam perkara PT Jiwasraya tersebut pihak Kejaksaan Agung RI telah
melimpahkan berkas perkara beserta 13 tersangka Korporasi ke Pengadilan Negeri
(PN) Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 PN
Jakarta Pusat telah menggelar sidang perdana untuk 13 tersangka Korporasi kasus
tindak pidana korupsi kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (AJS).

Dimana agenda sidang tersebut yaitu pembacaan surat dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung RI (Kejagung) untuk seluruh tersangka
korporasi. Pada persidangan tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum mendakwa 13
perusahaan manajemen investasi. itu _melakukan tindak pidana korupsi yang
merugikan keuangan negara dan pencucian uang dalam pengelolaan keuangan dan
Dana Investasi pada reksa dana milik PT AJS selama 2008-2018.?

Ketiga belas terdakwa korporasi manajer investasi tersebut adalah sebagai
berikut:

PT Millenium Capital Management,
PT Treasure Fund Investama,

PT Pool Advista Aset Manajemen dan
PT GAP Capital. Kemudian,

PT Maybank Asset Management,

PT Pinnacle Persada Investama,

PT Sinarmas Asset Management, dan

PT Corfina Capital.
PT Jasa Capital Asset Management,

©OoN O R W R

21 Nur Habibie, Op.cit.

22 Irfan Kamil dan Dani Prabowo, “Kasus Jiwasraya, 13 Korporasi Didakwa Rugikan Negara Rp
10  Triliun”, https://nasional.kompas.com/read/2021/05/31/17464811/kasus-jiwasraya-13-
korporasi-didakwa-rugikan-negara-rp-10-triliun?page=all, di baca pada 20/06/2021
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10. PT Prospera Asset Management,
11. PT MNC Asset Management,

12. PT OSO Management Investasi dan
13. PT PAN Arcadia Capital.

Menurut JPU ketiga belas korporasi tersebut yang telah menyepakati dan
melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan
yang menjadi underlying pada produk reksa dana milik PT AJS (PT Asuransi
Jiwasraya Persero) yang dikelola oleh terdakwa untuk dikendalikan oleh Heru
Hidayat dan Benny Tjokorosaputro melalui Joko Hartono Tirto dan Piter Rasiman.

Lebih lanjut, JPU dalam dakwaannya menyatakan bahwa para korporasi
tersebut menerima komisi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT Jiwasraya.
Dalam hal ini terdakwa telah menerima komisi berupa management fee yang tidak
sah dan merugikan kepentingan PT. AJS sebagai nasabah dalam pengambilan
keputusan investasi. Dalam perbuatan itu, para terdakwa dinyatakan tidak
mematuhi ~ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
43/POJK.04/2015.

Adapun dalam peraturan itu memuat tentang Pedoman Perilaku Manajer
Investasi yang menyatakan:

“Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut
secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam pengambilan
keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan
benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan
nasabah”.?®

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU)

mengatakan negara mengalami kerugian sekitar Rp10 Triliun yang berasal dari

23 pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku
Manajer Investasi.

11 Universitas Kristen Indonesia



perbuatan masing-masing terdakwa. Adapun perincian kerugian yang ditimbulkan

oleh tiga belas korporasi tersebut adalah sebagai berikut?* :

1.

2.

S

10.

AL b}
12.

Jig

PT Prospera Asset Management merugikan keuangan negara sebesar
Rp1,297 Triliun.

PT Millenium Capital Management yang sebelumnya bernama PT
Millenium Danatama Indonesia merugikan keuangan negara sebesar
Rp676 Miliar.

PT Corfina Capital merugikan keuangan negara sebesar Rpl7,021
Miliar.

PT Treasure Fund Investama merugikan keuangan negara sebesar
Rp1,216 Triliun selama periode 2015—2018.

PT Dhanawibawa Manajemen Investasi yang saat ini bernama PT Pan
Arcadia Capital merugikan keuangan negara sebesar Rp2,027 Triliun.
PT Pinnacle Persada Investama dalam pengelolaaan investasi reksa dana
PT AJS merugikan keuangan negara sebesar Rp1,815 Triliun.

PT Sinarmas Asset Management merugikan keuangan negara sebesar
Rp77 Miliar.

PT MNC Asset Management merugikan keuangan negara sebesar
Rp7,531 Miliar.

PT Maybank Asset Management merugikan keuangan negara sebesar
Rp515 Miliar.

PT Jasa Capital Asset Management merugikan keuangan negara sebesar
Rp226 Miliar.

PT Gap Capital merugikan keuangan negara sebesar Rp448 Miliar.

PT Pool Advista Aset Manajemen merugikan keuangan negara sebesar
Rp2,142 Triliun.

PT Oso Manajemen Investasi merugikan keuangan negara sebesar
Rp521,1 Miliar.

Atas perbuatan Kketiga belas korporasi tersebut JPU mendakwa para korporasi

manajer investasi tersebut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan yang

berbunyi sebagai berikut:
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“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,
(satu milyar rupiah)”.?®

Hal itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

“Sclain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan
barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak
bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi
dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang
tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-
banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana
korupsi; ¢. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling
lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah
atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”2®

Di samping itu juga dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang
menyebutkan sebagai berikut:

“Mercka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan”.

Demikian juga Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

% Ppasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

% |bid
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp50.000.000, (lima puluh_juta = rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah”.

Dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dilihat Pasal

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan:

“Setiap Orang yang -menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Subsidair Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,?’ yang menyatakan :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Perkara tersebut tertuang dalam register perkara No.: 35/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Namun dalam persidangan yang digelar di Pengadilan
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Negeri Jakarta Pusat, pihak majelis hakim telah memutus perkara tersebut dalam
Putusan Sela. Dalam Putusan Sela tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan
eksepsi dari pihak penasehat hukum para terdakwa yang dibacakan pada hari Senin
tanggal 16 Agustus 2021. Adapun isi Amar Putusan Sela tersebut berbunyi sebagai
berikut:

“Menerima keberatan (eksepsi) tentang “penggabungan berkas perkara”
yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I,V1,1X,X,XII; Menyatakan
Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDS-10/M.1.10/Ft.1/03/2021 tanggal 21 Mei
2021 batal demi hukum; memerintahkan perkara A quo tidak dapat diperiksa
lebih lanjut; membebankan biaya perkara kepada negara.”?®

Dengan dibacakan Putusan Sela tersebut maka eksepsi para penasehat hukum
terdakwa korporasi tersebut telah menggugurkan Surat Dakwaan dari pihak Jaksa
Penuntut Umum.

Diterimanya eksepsi dari penasehat hukum terdakwa I, VI, IX, X, XII maka
Perkara No: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tidak dilanjutkan pemeriksaannya ke
pokok perkara, sehingga dengan kata lain surat dakwaan JPU telah ditolak oleh
pihak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Adapun ketiga belas terdakwa korporasi yang ada pada Perkara No.:
35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. DHANAWIBAWA MANAIJEMEN INVESTASI, saat ini menjadi
PT. PAN ARCADIA CAPITAL
PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI
PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, sebelumnya bernama
PT. MILLENIUM DANATAMA INDONESIA
PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT

6. PT.MNC ASSET MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT.
BHAKTI ASSET MANAGEMENT

H~own

o

28 pytusan Perkara Tipikor No.: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Tanggal 16 Agustus 2021
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7. PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, sebelumnya bernama PT
GMT Aset Manajemen atau PT Maybank GMT Asset Management

8. PT.GAP CAPITAL

9. PT.JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, sebelumnya bernama
PT. PRIME CAPITAL

10. PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, dahulu bernama PT.
KHARISMA ASSET MANAGEMENT

11. PT. CORFINA CAPITAL

12. PT. TREASURE FUND INVESTAMA

13. PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT.?°

Selain ketiga-belas terdakwa korporasi tersebut Kejaksaan Agung RI juga
melakukan penuntutan kepada enam orang terdakwa kasus dugaan korupsi
pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya
(Persero), adapun keenam terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama PT. Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim
Direktur Keuangan PT_Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary
Prasetyo,

Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan
Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro,
Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat,

Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.*°

Iy

O O outl

Adapun registrasi perkara keenam terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkara No.: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Benny
Tjokrosaputro.3!

2. Perkara No.. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Heru
Hidayat.*

3. Perkara No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN JKkt.Pst terdakwa Hary Prasetyo,
MBA.32

29 |bid

%0 Devina Halim, Icha Rastika, “Kasus Jiwasraya, Jaksa Ajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan
Tinggi DKI  Jakarta”, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/20231571/kasus-
jiwasraya-jaksa-ajukan-kasasi-atas-putusan-pengadilan-tinggi-dki, diunduh pada tanggal 20
April 2021

81 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa:
Benny Tjokrosaputro

%2 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Terdakwa: Heru Hidayat.

33 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
terdakwa Hary Prasetyo, MBA.
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4. Perkara No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Jkt.Pst terdakwa Dr.
Hendrisman Rahim3*
5. Perl;gra No: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst terdakwa Syahmirwan,
6. ﬁgrlkara No: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa: Joko Hartono
Tirto.®
Berdasarkan data perkara di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan dari keenam terdakwa
tersebut telah diputus bersalah dengan hukuman pidana seumur hidup beserta
hukuman uang pengganti, namun terkait dengan putusan tersebut keenam terdakwa
telah mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah
diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan masing-masing nomor perkara
sebagai berikut:

1. Perkara No.: 2/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Dr. Hendrisman Rahim
dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dan mengurangi masa tahanan dari seumur
hidup menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda

sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan.®’

w

4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
terdakwa Dr. Hendrisman Rahim

5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
terdakwa Syahmirwan, SE.*

® Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara No.: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Terdakwa: Joko Hartono Tirto

7 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkara No.: 2/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Dr.
Hendrisman Rahim

w

w

w
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2. Perkara No.: 3/PID.TPK/2021/PT DKI Terdakwa: Hary Prasetyo, MBA
dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.: 31